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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)
Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

JUMLAH BELANJA PEGAWAI DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | Belanja Pegawai 478.369.824.473,00 443.825.422.543,02 | 92,78
Belanja P i
2 Giru ja Fogave 230.001.034.181,00 006.533.528.679.00 | 98 49
5 | Beidnia FegawEl 63.734.008.200,00 59.937.138.522,02 | 94,04
Tenaga Kesehatan
Jumlah Belanja
Pegawai di Luar Guru 184.634.782.092,00 157.354.755.342,00 | 85,22
dan Tenaga Kesehatan

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Il. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)
Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | Belanja Daerah 1.130.182.927.936,00 1.066.027.122.752,77 94,32

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

PEMBINA TINGKAT |
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INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)
Kabupaten/Kota

2. IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer
Expenditures)

JUMLAH BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN - TRANSFER EXPENDITURES
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | Belanja Pegawai 478.369.824.473,00 443.825.422.543,02 92,78
2. JB:;Z“ja Barang 264.580.882.920 00 045.883.654.304,75 | 92,93
Jumlah 742.950.707.393,00 689.709.076.847,77 | 92,83

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 211086, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)
Kabupaten/Kota

2. IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer

Expenditures)
JUMLAH BELANJA APBD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | Belanja Daerah 1.130.182.927.936,00 1.066.027.122.752,77 | 94,32

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)
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LAMPUNG BARAT

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

I. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)
Kabupaten/Kota
3. IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan
OPINI LAPORAN KEUANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2014 s.d. 2024
No Tahun No Surat Opini BPK Keterangan
1 2014 02A/LHP/XVIII.BLP/04/2014 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 21 April 2014 Pengecualian (WTP) TA. 2013
2 2015 17A/LHP/XV/04/2015 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 10 April 2015 Pengecualian (WTP) TA. 2014
3 5016 28A/LHP/XVIII.BLP/06/2016 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 17 Juni 2016 Pengecualian (WTP) TA. 2015
4 2017 28A/LHP/XVIII.BLP/05/2017 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 23 Mei 2017 Pengecualian (WTP) TA. 2016
5 2018 32A/LHP/XVIII.BLP/05/2018 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 31 Mei 2018 Pengecualian (WTP) TA. 2017
6 2019 18A/LHP/XVIII.BLP/05/2019 Waijar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 20 Mei 2019 Pengecualian (WTP) TA. 2018
7 5020 19A/LHP/XVIII.BLP/05/2020 Wajar Tanpa Atas LKPD
tanggal 28 Mei 2020 Pengecualian (WTP) TA. 2019
8 2021 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 3 Mei 2021 Pengecualian (WTP) TA. 2020
9 2022 27A/LHP/XVIII.BLP/05/2022 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 17 Mei 2022 Pengecualian (WTP) TA. 2021
10 2023 31A/LHP/XVIII.BLP/05/2023 Wajar Tanpa Atas LKPD
' tanggal 16 Mei 2023 Pengecualian (WTP) TA. 2022
1. 5024 36A/LHP/XVIII.BLP/05/2024 Wajar Tanpa Atas LKPD
tanggal 2 Mei 2024 Pengecualian (WTP) TA. 2023

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (BPK RI Perwakilan

Provinsi Lampung)
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN-HASIL PEMERIKSAAN -
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ber.Jasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Per.gelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 teatrng Badan Penmeriksa Kevangan (BPK) serta undang-undang terkait
lairnya, BPK telan memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tanggal 31
Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
aporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan
peireriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
| N:gara. Standar tersebut mengharuskan BPK murencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas
_ dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumliah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
- juga mcliputi penilaian atas penerapan prinsip ukuntansi yang digunakan dan estimasi
signifika: yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, penilaian atas
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaiun 2tas keandalan
sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta
* penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan, BPK yakin
- bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini,

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara

wajar, da'am semua hal yung material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Realisasi Anggaran, Arus Kas, dan Catatan
atas Laporan Keu.angan untuk tahun yang jarakhiv pada langgal-tanggal tersebut sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran
lapcran keuangan tersebut, BPK me'ak skan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian

1
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intem  dan ke yatuhan

: terhadap peraturan  perundang-undangan. Laporan  Hasil
Pemeriksaan atas Sistem g X g p

Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan

Perundang-undangan Aisajikan dalam Lzzoran Near-.r 02B/LHP/XVill.BLP/05/2013 dan
Nomor OZCILI‘IPIXVIII.BLPIOSIZO 13.

Banilar Lampung, 3 Mei 2013
BADAN PEMEFIKSA KEUANGAN
RFPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

bel://":_s-

Dra. V. M. Ambar Wahyuai. M. M., Ak
Akuntan Register Negara No. D-5317

" BPK Perwakilan Provinsi Lampung -
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

|

M

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya, BPK
telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Barat per tanggal 31 Desember
2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan
Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Tanggung

jawab BPK terletak pada pemnyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan
pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari
salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi
penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat ol¢ch
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang
berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut
memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2013, Realisasi Anggaran, dan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan
Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

d&
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Untuk memperolch keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebul,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan
perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 02B/LHP/XVIII.BLP/04/2014 dan
Nomor 02C/LHP/XVII.BLP/04/2014 tanggal 21 April 2014, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 21 April 201 4
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

—f

Dra. V. M. Ambar Wahyuni, MM, Ak, CA & _
7 Akuntan, Register Negara No. D-5317

BIK Perwakilan Provinsi Lampung
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANCAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya,
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, dan
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan
atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat, Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas
laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas
dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi
signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, penilaian atas
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan
sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta
penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin
bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan
tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadai
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Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17B/LHP/XV/04/2015
dan Nomor 17C/LHP/XV/04/2015 tanggal 10 April 2015, yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 10 April 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

,..-——-\yl
e ——
\2 Dra. V. M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA. &
Akuntan, Register Negara No.11D-5317
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK tclah meneriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari

salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang me{'i\gdai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupug‘

BPK Perwakilan Provinsi Lampung

—

Scanned by CamScanner



imaer Alame  Telakikan  Jenlman Tues Pompeiriy TENNATITIOANLNE
AL - - - e L . - -t .
ssngemtninn stert iy e UmgEm JSUONIAER AR mTHEN vE H

-
fouEngan Fonerntak

Carnnaten _amnon Zarp ntile TlemECHIG ISPt TS KA

n

A3 ena wmaa lengan gondic png MR A WKED ST THUAN el s 1

e e tan samgencatian et Pemernia CEsngen _amng Zad. Fomes ke

arg dakskan ZP¢ ugg memcakas oAt ¥

%n (TEaan fZuipkan WeoriENS W

AMA

Sgueacan fam erwracin s¥imas sanman g Gl den Femprntah Canras

;

cung Sara woa ovilodn RAG SMVHIGR ATATIR (Eangan LA cnmurdar

T2 akn sanws wial semericman wg wan Doaruenn waian siein fan eRAL

Al mar ik menatakan spm 22

(i

Vemnrsr ey Z7C. agarm emanagn ey dosvs fowas menygiiam WAz vaE
saiare ez 2l ywq materal sas eangan Frmernmn Laugaten lamonrg Zas
argaal 31 Dememaer 1.5 an rEinan mggaw pamhaban aade wmezanie ah,
weemworal, Iy KAn, Wria paTskaban Suian LR ArLn paEg wwridair s wess
ramaie, e Aamgpe Stardar Slartindl Puver rIAAT.

-

Frasianas Snats Hal

LY merekaiam. jada ceaar |L wam Lavrw Loacys Fomerztah ¥atnoare
Larepnng Bargt ymg memielaids. talows G Teun 2015, Pomermtah, Laingzes,
Lampnng Bawe mererspicr, sortamsi DATASS Sa5al PraTA kal haggy priakaans
Porataran, Porerictss, Yomer TV Tabww, 210 wnteg Ydas Alsstanal povesiosabar.
Vemcintst, Yabnoster Lamprmg Bant Wk meyriim wemntal \Lars, Yemamam
T3rm IS teruasia Yo Memsis Akia wesipl layrs Loaigs. T 2004
bt Akrus, Dmmngad Yommlatl pra Svkalken oleh peristaz pmenin
sanetmai bertanhs sknzd dinsfika, pada Lagrm vordaian Exsive G Ciomgianion.
talaesn Catstam wom Lagrra, Yozmgs

Laprran atas S71 dan Kepatuhan

Utesk mremgmiieh keyakisan yang reradsl stas kewsjaan b ke v,
BVY. fuza ralskuian pemerivsann vataday sisten poyendalian irtem dam kepateton
terhaday peraturan prrundamzamdangzn. Lapotn Hasil Pemeriean iz Sistem
Veryendalion Irtemn dan Lagoran Hasil Paneriksaan a2 Kepatuhan terhadap Paaturen
Perundany-undasgn disajikan dalam Lagoran Hormor 4B/LHPIAVILBLP/OGA16 dad |

yA

1Y, Verwakilan Provingi Lampuny

. - ——

Scanned by CamScanner



-

Nomor 28C/LHP/XVIIL.BLP/06/2016 tanggal 17 Juni 2016, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, Juni 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

g

Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm. Alq
= Akuntan, Register Negara No. 11.D16934

BPK Perwakilan Provinsi Lampung
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Momor |5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Baral, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas uniuk tahun yang

berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berlanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan vang bebas dari

kesalahan penyajian material. baik vang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawah BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK. serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai apakah laporan keuangan lersebut bebas dari kesalahan penyajian

material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti vang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laperan kevangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada

pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang@/{
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material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian  risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan
yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal

tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebul.
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam laporan Nomor
28B/LHP/XVIIL.BLP/05/2017 dan Nomor 28C/LHP/XVIIL.BLP/05/2017 tanggal 23 Mei

2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

)

&anny, S.E., M.Acc., Ak., CA. [(
Register Negara Akuntan No. 2523
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan

penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas
{ dari kesalahan penyajian material, baik yang discbabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdacarkan pemerikeaan BPK. BPK melaksanakan pemerikeaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan

yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern
Yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah
K“bupalen Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
g";‘sef!dalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan
Juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dm% &
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kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
32B/LHP/XVIIL.BLP/05/2018 dan Nomor 32C/LHP/XVIIL.BLP/05/2018 tanggal 31 Mei
2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 31 Mei 2018

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

L"\/L)n.—

I!
Hadi Kirgno, S.E., M.M,, Ak., CA. 6&
Register Negara Akuntan No. 4525
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LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian nisiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intem
yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akumtansi yang digunakan dan 4
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kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
serta evaiuasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih.
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
18B/LHP/XVIII.BLP/05/2019 dan Nomor 18C/LHP/XVIII.BLP/05/2019 tanggal 20 Mei
2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 20 Mei 2019

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan,

MM

Myrto Handayani, S.E., M.M., Ak., CFE, CA.
Register Negara Akuntan No. RNA 14117 /q
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian kewajaran laporan keuangan scsuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas
dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern
yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atag efektivitas
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan
kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK Perwakilan Provinsi Lampung Il’/



BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SP1 dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian incern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIIL.BLP/05/2020
dan Nomor 19.C/LHP/XVII1.BLP/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 28 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG
Penanggung Ja Pemeriksaan,

Hari Wiwoho} S.E., - Ak., CA., CSFA.
&' Register Négara Akuntan No. 9796 e }V;
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuvangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas
dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern
vang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas
pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan
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kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat,
sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran Icbih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan
dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XVIIL.BLP/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 3 Mei 2021

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Angri Yogama, S.E., M.M,, Ak, CA., CSFA.
Q; egister Negara Akuntan No. RNA-9383
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REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Kecuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Kenangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pcmcrintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan kecuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK meclaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi
yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas cfektivitas pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, serta evaluasi atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ckuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27.B/I HP/XVIIT.RL.P/05/2022 tanggal 17 Mei
2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Lampung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

i

"Apdri Yogama, SE., M.M., Ak., CA., CSFA. S
& ‘Register Negara Akuntan No. RNA-9383
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab RPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK. serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
vang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan

yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SI'l dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan terscbut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kcpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XVIIL.BLP/05/2023 tanggal 16 Mei

2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

_—
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan

Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Kcuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
inlem yang memadai untuk menyusun laporan kcuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan vleh kecurangan maupun kesalahan.

Tauggung juwub BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan’ keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BI'K, scrta merencanakan dan melaksanakan pemeriksawn untuk memperoleh Keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-buktj yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melukukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat scsuai dengan kondisi
yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendulian interh
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK Jjuga mencakup
cvaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang di
akuntansi yang dibuat olch Pemerintah Kabupaten L
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

gunakan dan kewajaran cstimasi
ampung Barat, serta evaluasi atas
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperolch adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK,

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,

operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggul
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SP1 dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan torhadap sistem pengendalian intern dan kepatuban
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan disajikan dalam Laporan Nomar 36B/LHP/X VIIL.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei
2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

untan No. RNA-3701
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Il. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota
1. IKK Outcome : Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan

TOTAL BELANJA OPERASI DAN MODAL
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024
No Uraian Anggaran Realisasi %
1. | Belanja Operasi 787.052.867.520,00 732.476.704.550,77 93,07
2. | Belanja Modal 163.892.744.934,00 155.180.317.163,00 | 94,68
Jumiah 950.945.612.454,00 887.657.021.713,77 | 93,34

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)

PEMBINA TINGKAT |
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LAMPUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Il.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

1. IKK Outcome :

Budget Execution :

Total dalam APBD

Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024
No Uraian catatan | Anggaran Tahun N Realisasi Tahun N % Realisasi Tahun N-1 Angg:;auu:‘ T‘um'
1. | Pendapatan 1.119.418.377.234,92 | 1.110.660.464.574,08 99,22 085.836.203.764,84 | 1.091.795.802.539,00
2. | Belanja 1.130.182.927.936,00 | 1.066.027.122.752,77 94,32 984.409.205.393,80 | 1.096.792.411.919,00
Surplus/(Defisit) (10.764.550.701,08) 44.633.341.821,31 | (414,63) 1.426.998.371,04 (4.996.609.380,00)

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2024 (Data Sementara Per 31 Desember

Lampung Barat TA. 2024

Liwa, 26 Febraari 2025

Plit. KEPALA BAD/
DAERAH KABYPATEN

NIP. 19760607 199903 1 007

2024), Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2023 Audited, Ringkasan APBD Kabupaten
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AMPUNG BARAT,




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21 106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ll.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

2. IKK Outcome : Assets Management

ASSETS MANAGEMENT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024
No Uraian Hasil Sumber Data
1. | Apakah ada Daftar Aset Ya/Haak Sistemn Informasi dan Manajemen
Tetap? Aset (Simaset)
2. | Apakah ada manual untuk YalFdak Kertas Kerja Penyusunan (KKP)
menyusun Daftar Aset Aset
Tetap?
3. | Apakah ada proses YalHdak Rekonsiliasi Aset untuk
inventarisasi aset tahunan? penyusunan Neraca Aset, Laporan
Hasil Inventarisasi Barang Milik
Daerah
4. | Apakah nilai aset tercantum YalFidak Laporan Barang Milik Daerah
dalam laporan anggaran? (LBMD), Neraca Daerah
Liwa,26 Februari<025

Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET

NIP. 19760607 199903 1 007
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IIl.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota

3. IKK Outcome : Cash Management : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja
dalam APBD Tahun Sebelumnya (APBD Murni)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SILPA

TAHUN 2024
No Uraian cammn | Anggaran Tahun N Realisasi Tahun N % Realisasi Tahun N-1 Ang.?::: ':. MNurni

1 | g 1.119.418.377.234,92 | 1.110.660.464.574,08 | 99,22 985.836.203.764,84 | 1.091.795.802.539,00
PAD 69.260.946.657,32 |  71.292.283.868,08 | 102,93 68.748.525.754,84 |  67.738.029.191,00
.';fa“n‘ﬁ‘e’f‘a" 1.050.157.430.577,60 | 1.030.368.180.706,00 | 98,07 017.087.678.010,00 | 1.024.057 773 348,00

2. | Belanja 1.130.182.927.936,00 | 1.066.027.122.752,77 | 94,32 984.409.205.393,80 | 1.096.792.411.919,00
g:':g:i 787.052.867.520,00 | 732.4T6.704.550,77 | 93,07 093.000.637.501,00 |  763.658.896.860,00
Belanja Modal 163.892.744.934,00 | 155.180.317.163,00 | 94,68 117.007.426.132,00 | 158.744.965.868,00
52:32’:&“"3" 2.150.745.082,00 196120143900 | 9119 1508.132.360,00 |  2.150.745.082,00
ESNEN 177.086.570.400,00 | 176.408.899.600,00 | 99,62 172.805.009.400,00 |  172.237.804.100,00
surplus/(Defisit) (10.764.550.701,08) 44.033.341.621,31 | (414,69) 1.426.008.371,04 |  (4.996.600.380,00)
3. Pembiayaan | o
’;::f;;‘;;ﬂ 3068321332108 | 3068321332108 | 100,00 | 48.174.340.19004 |  24.915.272.000,00
gg;g;fy:":: 19.918.662.620,00 |  19.918.098.140,00 | 99,997 18.918.125.240,00 |  19.918.662.620,00
Pembiayaan Netto 10.764.550.701,08 |  10.765.115.181,08 | 100,01 29.256.214.950,04 4.996.609.380,00

30.683.213.321,08

0

sSumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2024 (Data Sementara Per 31 Desember
2024), Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat TA. 2023 Audited, Ringkasan APBD Kabupaten
Lampung Barat TA. 2024

NIP. 19760607 199903 1 007
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LAMPUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota
1. IKK Outcome : Informasi tentang Sumber Daya Yang Tersedia untuk Pelayanan (Information on
Resources Available to Frontline Service Delivery Units)
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA UNTUK UNIT PELAYANAN
DAPAT DIAKSES DI WEBSITE PEMDA

No Unit Pelayanan Anggaran Realisasi % Alamat Portal

1. | Website resmi Pemerintah 303.800.000,00 302.601.000,00 | 99,61 https://lampungbaratkab.go.id/
Kabupaten Lampung Barat

2. | Sistem Informasi 98.525.000,00 68.014.095,00 | 69,03 hitps //sipd. kemendagri.go.id/
Pemerintah Daerah (SIPD)

3. | Sistem Informasi dan 100.000.000,00 99.900.000,00 | 99,90 https:/flinktr.ee/asetlambar
Manajemen Aset (Simaset) http://36.91

4. | Pajak Mandiri Sistem 65.000.000,00 64.579.800,00 | 99,35 | his fuimisaniun | b.my.id
Aplikasi Non Tunai (PM
Santun)

5. | Jaringan Dokumentasi 84.557.000,00 84.545.775,00 | 99.99 https://idih.lampungbaratkab.my.id
Informasi Hukum (JDIH)

Lampung Barat

6. | Sistem Aplikasi Pelaporan 30.000.000,00 30.000.000,00 | 100 https://adbang.lampungbaratkab.go.id/
Pembangunan Online
(SIAPP Online)

7. | Layanan Pengadaan 77.840.600,00 76.177.903,00 | 97,86 https:/pse.lampungbaratkab go.id/
Secara Elektronik (LPSE)

8. | Website resmi Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100 https://pmptsp.lampungbaratkab.go.id/
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PM PTSP Lampung
Barat)

9. | Sistem Informasi 30.000.000,00 29.637.000,00 | 98,79 | hitps.//sif at.lampungbaratkab.qo
Penanggulangan d e/auth/login
Kemiskinan (Sipakis Hebat)

10. | Sistem Administrasi 22.660.000,00 22.046.500,00 | 97,29 | hitps.//sinetron.lampungbaratkab.qgo.id/
Kepegawaian Elektronik
(Sinetron)

11. | Tourist Information Centre 35.646.000,00 34.146.120,00 | 95,79 https://tic.lampungbaratkab.go.id/
(TIC)

12. | Sistem Penghitungan Cepat 50.000.000,00 49.900.000,00 | 99,80
(SiTepat)

13. | Sistem Aplikasi Pelayanan 180.000.600,00 180.000.000,00 | 100
Pasien Puskesmas
(ePuskesmas)

Jumlah 1.093.029.200,00 | 1.056.548.193,00 | 96,66

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lampung Barat (Data Sementara Per 31 Desember 2024)




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JI. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, Faks. (0728) 21106

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

IV. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)
Kabupaten/Kota

2 |KK Outcome : Akses Publik terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public
Access to Fiscal Information)

AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI KEUANGAN DAERAH
(PUBLIC ACCESS TO FISCAL INFORMATION)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2024
No Jenis Dokumen Alamat Portal Perangkat Daerah | Ket
1. | Ringkasan RKA htips://lampungbaratkab.go id/ 24 Seluruh Perangkat -
seluruh Perangkat Daerah
Daerah
2. | Ringkasan RKA BKAD -
PPKD
3. | Raperda APBD BKAD -
4. | Raperda Perubahan hts}ggxia-mmam;-; )8/rancangan BKAD -
APBD perda-tentang 2024/
5. | Perda APBD https./lampungbara /15/perda- BKAD -
6. | Perda Perubahan ttps://lampungb: 24/08/19/perda- BKAD -
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